PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2023 TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang :a. bahwa pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Daerah telah diatur dengan
Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2023 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kabupaten Gresik;

b. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat atas kebutuhan dokumen dan informasi
hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, maka
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
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dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 208 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 38);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
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12.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);

14.Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik (Berita
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 80);

15.Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Sekretariat Dewan Kabupaten Gresik (Berita
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 81);

16.Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2023 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2023 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2023 TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN GRESIK.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor
72 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Kabupaten Gresik (Berita Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 72) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 6
(1) Penataan Sistem Informasi Hukum dilaksanakan
melalui pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi.
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(2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui penyebarluasan dokumen hukum dalam
website https://jdih.gresikkab.go.id dan website
https://jdih.dprd.gresikkab.go.id.

(3) Penyebarluasan melalui website
https://jdih.gresikkab.go.id dan website
https://jdih.dprd.gresikkab.go.id dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga
Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8
(1) JDIH Daerah terdiri atas:
a. pusat JDIH Daerah; dan
b. anggota JDIH Daerah.
(2) Pusat JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3) Anggota JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b adalah seluruh Perangkat Daerah,
pemerintah desa, dan universitas/perguruan tinggi

di Daerah.

Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 16

Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 dilakukan melalui:

a. pemberian bimbingan teknis pengelolaan JDIH

Daerah;
b. penyediaan dan peningkatan kualitas sumber daya

manusia pengelola JDIH Daerah;


https://jdih.gresikkab.go.id/
https://jdih.dprd.gresikkab.go.id/
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c. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Daerah; dan
d. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Daerah

secara berkala.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 28 November 2024

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 61



